Gender

dalam Hubungan Internasional

di Indonesia - Australia

Editor :
Sariika Soesilowali

Badrus Sholeh
Elisabeth Dewi Komunitas Studi Gender




m Gender dalam Hubungan internasional Indonesia- Australia

puan dalam jabatan penting tersebut. Divsulkan dalam tulisan ini
bahwa agar tercapai peningkatan peranan posisi perempuan di
jabatan puncale mala perlu dukungan situasi politik domestik dan
internasional yang kondusif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan bila-
leral Indonesia dengan Austrzlia yang berwawasan gender akan
hisa menguntungkan dan meningkatkan secara simultan, kom-
prehensif, dan mutualisme. Bahwa pertimbangan gender dalam
hubungan bilateral askan meninglatlkan kualitas hubungan kedua
negara yang saling menguntungkan. Dampak dari hubungan bila-
teral yang mempertimbangkan keberpihakan gender akan men-
cakup kepentingan rakyat yang lebih inklusif termasuk kepen-
tingan perempuan yang selama ini terpinggirkan hila menyang-
kut hubungan antarnegara. Dikarenakan Indenesia dan Australia
menghadapi permasalahan yang sama yaitu langkanya peran dan
representasi perempuan di level pembuat kehijakan dan eksekutif
tinggi, maka hubungan bilateral yang berwawasan gender ini juga
akan memberikan spirit, dorongan untuk meningkatkan peran

perempuan di masing-masing nagara.
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Inong Balee sebagai Gerakan
Feminisme dalam Resolusi
Konflik di Aceh

Dr. Rasyidin, 5.Sos., M.A%
Fidhia Aruni, S.1.Kom. M.A.P*®

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu dzerah yang mengalami
konflik bersenjata dengan Pemerintah Republik Indonesia dan
rakyal Acch menyaksilan langsung kelierasan tersebut yang ter-
jadi selama 32 tahun tanpa jeda. Daerzh ini pernah diberlakukan
sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk memberantas Gerak-
an Aceh Merdela (GAM]. Pemberontalan ini dimulai pada tanggal
4 Desember 1976. Pemberontakan di Aceh bukan hanva dilakukan
oleh kaum laki-laki saja, kaum perempuan pun mempunyal peran

yang sangal signifikan, Hal ini dilakukan oleh perempuan Aceh

*  Doscn Fakuzos limu Sosial dam mu Pelitk, Unl itas Mallkussz!eh, Lhok -, Provwins!
LY

* Doszn llmu Adminisbas Mesara, Sekolsl Tigei Hmou Adminisbas {STIA] Basional,
Lhekseunzwe, Praving Aceh.
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berkiblat kepada sejarah masa lampau karena daerah Aceh memi-
lila jiwa pejuang perempuan yang sangat hebat pada masa lalu.

Sejarah gerakan perempuan di Aceh sudah pasti mengingat-
kan kita semua kepada ratu Sultanah serta para pahlawan perem-
puan yang berasal dari Acch. Pergerakan kemerdekaan Indonesia
tidak luput dari perjuangan para perempuan Acch dalam melawan
penjajah, Kekuatan perempuan dalam melindungi diri, keluarga,
bahkan tanah air adalah upays penuh kesadaran dalam memper-
juangkan dan mempertzhankan kemerdekaan.

Beberapa kerajaan di Aceh pernah dipimpin oleh Kaum pe-
rempuan (Ureuny Ineng). Berbagai ratu memimpin kerajaan ter-
sebut. Pada masa kerajaan dipimpin oleh Laksamanz Malahavati
ada salah satu armada perang yang diberi nama Armada lnong
Ralee. Armada ini menjadi armada tersebar Kerajaan Aceh dibi-
dang militer. Menjadi armada yang paling disegani oleh Kerajaan
Portugis, serta Ercpa pada masa tersebut. Armada inong Relee
diberikan pelatihan militer selama masa perperangan terjadi,
mereka tidak hanya melindungi secara domestik tetapi turut
mengangkat senjata melawan para penjajah.

Perjalanan waklu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang
merdeka, dan Aceh menjadi salah satu Provinsi yang diberikan
keistimewaan karena jasa Aceh kepada kemerdekaan Indonesia.
Sejak tahun 1953 sampai tahun 2005 Aceh memberikan perlawan-
an terhadap Republik Indomesia sehingga pada lahun 1989 sampai
tehun 1998 daerah Aceh ditetapkan sebapai Daerah Operasi Militer
[DOM).

Masa-masa pergolakan DOM di Aceh yang mendapat imbas
terbesar adalah para perempuan, mereka ditinggalkan aleh kaum
laki-laki yang ikul serta dalam memperjuangkan Aceh Merdeka.
Perempuan mengalami masa-masa sulil vuitu lkehilangan suami,
lichilangan anak, pelecehan seksual, penganiayaan, dan tindakan-
tindakan yang memberikan tekanan psikologis terhadap kaum
perempuan. Dari 103 kasus kekerasan terhadup perempuan yang
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terjadi dari sebelum 1999 sampai seteiaﬁ penandatanganan Nota
Kesepakatan (MOU Helsinki] tahun 2007, lebib dari setengahnya
merupakan kekerasan seksual seperti perkosaan dan penyiksaan
seksual (Komnas Perempuan, tahun 2007). Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mencatat 128 kasus
perkesaan selama Era Darurat Sipil Militer saja (Kontras, 2006).
Forum LSM NAD memperkirakan sekitar 15.000 perempuan me-
ningzgal selama terjadi konflik di Aceh dan menyebabkan trawmna
psikclogis dari sekitar 7.000 perempuan (Kamis, M., 2006).

Tuntutan rakyat Aceh adalah kemerdekaan dan terpisahnya
Aceh dari Repuohlik Indenesia, Pada masa tuntutan terjadi pem-
bentukan suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka
[GAM), gerakan tersebut menuntut dan memperjuangkan ke-
merdekaan Aceh dan mengembalikan kedanlatan ralkyal Aceh
sebagai negara yang mulia di mata universal atau dunia.

Gerakan Aceh Merdeka mulai merekrut pasukan untuk men-
dulamg pergerakan memperjuangkan Aceh, sistem perekrutan
dilakukan kepada laki-laki dan perempuan. Gerakan kaum perem-
puan selanjutnya diberikan nama [nong Palee. Gerakan kaum
perempuan pada masa penjajaban lidak berbeda dengan pada
masa pergolakan menuntut Aceh Merdeka. Pasukan [nong Ralee
menunjukkan kualitas sebagai gerakan yang beranggotakan
perempuan-perempuan hebal dan koal serla Lidak linggal diam
dalam membela bangsa dan agama.

Inong Balee adalah sebutan terhadap pasukan perempuan
dalam Gerakan Aceh Merdeka, fnong Bulee hanya beranggotakan
perempuan, selain sebagal rama yang disadur ulang pada masa
Laksamana Malahavati yang memiliki makna lain sebagal perem-
puan yang ditinggalkan oleh suaminya, lelapi pada inong Balee yang
berada pada Gerakan Aceh Merdeka adalah gabungan perempuan
vang sudah menikah, para gadis, dan yang ditinggal meninggal oleh
suarninya. nong Bualee merapakan gerakan feminisme yang tidak
dapat terlepas dari masa kerajaan, masa Indonesia merdeka sam-
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pai kepada masa berakhirnya kenflik vertikal yang terjadi antara
Republile Indonesia dan Provinsi Aceh.

Jacqueline Siapno, seorang peneliti Aceh dari Philipina me-
nyebutkan bahwa fenomena inong Balee merupakan bentuk poli
tik perempuan Acch di dalamn wilayah konflik. Keheradaan Ineng
Roles, membuktikan bahwa perempuan mempunyai kemampuan
untuk tampil sebagai perantara (agen) yang melakukan scjumlah
muslihat, semacamn negosiash, dengan aparat militer. Muslihat, da-
lam pemahaman orang Aceh, adalah strategi bertahan menghadapi
tekanan, yang jlka dijabarkan. meliputi, pertama, kemampuan
memimpin di belakang layar dan bukan di garis depan. Kedua,
kemampuan mengpunakan bahasa tubuh sesuai dengan situasi.
l{etiga, kemampuan meravu sebagai ungkapan negosiasi yang
talktis, Keempat, kebijaksanaan untuk membaca di halik ihwal
vang tampak tak penting namun sebenarnya penting. Kelima,
menunggu dan sabar, mengulur keadaan, tetapi bukan dalam artian
berkompromi. Kiasan muslihal ini terdapat dalam puisi Aceh lama,
yang disehut theul jagn meulet, (lheuk adalah sejenis burung) yang
menggunakan kecerdikan dan daya pikatnya untuk menghadapi
musuh (Siapno, 2002).

Mnong Rafee yang hadir dan bergabung dalam Gerakan Aceh
Merdeka merupakan buktl turut sertanya perempuan dalam
memperjuangkan pembebasan diri dari sebuah penjajahan dalam
bentuk sehuah gerakan feminisme. Berdasarkan latar belakang
rersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai Inong Balee
sebagai Gerakan Feminisme dalam Resolusi Konllik di Aceh.

RUMUSAN MASALAH

1. DBagaimana sejarah [nong Balee sebagai gerakan feminisme
dalam resolusi konflile di Aceh?

2. Ragaimana keadaan [nong Balee pasca MOU Ilelsinki di Aceh
saat ini?
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TEORI RELEVAN

Feminisme Etis

Pada umumnya gerakan feminisme terbentuk sebagai gerakan
yang memperjuangkan kebebasan kaum perempuan (feminisme)
yang selama ini merasa dirugikan karena selalu dinomordualkan
vleh kaum laki-laki (maskulin] dalam berbagai bidang sosial,
pekerjaan, pendidikan, dan politilk khususnya bagi masyarakat
yang masih menganut budaya patriarki (Rasyidin, Fidhia, 2016).

Konsep feminisme dalam resclusi konflik di Aceh yang dilaku-
kan oleh Gerakan inong Bulee adalah konsep feminisme etis, Femi-
nisme etis adalah salah satu aliran feminisme yang menckankan
etika kepedulian dalam melakukan gerakannya. Gtika kepedulian
merupakan etika khas perempuan yang dilawankan dengan etika
keadilan yang umumnya khas digunakan oleh laki-laki (Arivia
2003: 278). Etika kepedulian mengedepankan aspek empati dan
simpati dalam memperjuangkan kedudukan perempuan sehingga
tidak ada aspek kekerasan seperti vang digunakan pada konscp
feminisme liberal.

Salah salu lokoh Feminisme Etis adalah Carol Gilligan dia
banyak berbicara tentang perempuan vang hendaknya memilild
ukuran nilai meral yang berbeda dengan laki-laki. Nilai moral khas
laki-laki selama ini telah terinternalisasi dalam seluruh kehidupan
bermasyarakat, sehingga yang berkemhang adalah nilai keleras-
an yang berusana menundukkan dan mendominasi manusia lain
(Humm, 1992: 219). Oleh karena itulah perlu dimunculkan “Suara
Yang lain”, yaitu suara perempuan untuk mengimbangi “dunia lald-
laki” yang cenderung kaku, keras dan kasar (termasuk militeristik).
Pandangan kaum Fominis Etis ini sesungguhnya sangat tepat jika
dianalegkan dengan keberadaan alam semesta yang (erdiri atas
berbagai hal vang berlawanan, berpasangan tetapi keberadaan
satu dengan yang luin saling mengandaikan, seperti keberadaan
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herbagai hal yang terdapat i alam yang bertujuan saling meleng-
kapi, bukan saling mensubordinasi bahkan menidalkkan.

Suatu hal terpenting dalam konsep ini tidak lain adalah mem-
herikan kepedulian yang sangat berguna dalam menyelesaikan
konflik yang melanda sebuzh masyarakat. Dalam mengungkapkan
ide dan pendapatnya para Feminis Etis sesungguhnya lebih ba-
nyak menggunakan melode kritik, oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa Feminisme Etis sesungguhnya merupakan Feminisme Kri-
tik. Gerakan feminis ini terutama ditujukan untuk dua hal, pertama
yaitn usaha mengembangkan pengetahuan teoretis tentang moral-
itas untuk menghentikan penindasan terhadap perempuan dengan
memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kedua, mengembangkan
warana moralitas yang didasarkan atas pengalaman moral perem-
puan.

Tujuan pertama tersebut sifatnya normatif, vaitu memhberikan
syarat-syaral alau rambu-rambu bagi perempuan untuk memper-
juangkan eksistensinya; sedangkan yang kedua lebib deskriptif,
menyangkut pengalaman moral perempuan (Brenan, 1999:860).

Gerakan leminis ini terutama ditujukan untuk dua hal, per-
tama yaitu usaha mengembangkan pengetahuan teoretds Lentang
moralitas untuk menghentikan penindasan terhadap perempuan
dengan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kedua, mengem-
bangkan wacana moralilas yang didasarkan atas pengalaman
moral perempuan. Tujuan pertama tersebut sifatnya normatif,
yaitu memberikan syarat-syarat atau rambu bagi perempuan
untuk memperjuangkan cksislensinya: sedangkan yang kedua
lebih deskriptif, menyangkut pengalaman moral parempuan yang
kemudian dituangkan dalam sejumlah buku dan artikel tentang
Feminisme Rtis [Brenan, 19949:860),

Resolusi Konflik

Kanflik adalah situasi di mana keinginan atau kehendak yang
berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingza
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satu atau keduanya saling terganggu (Nardjana, 1994). Kenflik di-
bagi dalam dua jenis, yaitu kenflik horizontal dan konflik vertikal.
Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antardaerah ataupun
antarsuku. sedangkan konflik vertikal diartikan sebagai perselisih-
an kelompok masyarakat atau wilayah tertentu dengan Negara
atau pemerintah, Hal ini sesuai dengan kondisi konflik vang terjadi
di Aceh, yaitu terjadinya kanflik antara kelompok Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketila dikaji mengenai konflik, maka konflik tersebut dapat
dilihat dalam 3 perspektif vaitu: pertama, Perspektif Tradisional
yaitu kenflik tidak boleh ada di dalam suatu negara, daerah, atau
wilayah, karcna itu konflik harus diselesaikan walaupun dengan
berbagai cara, termasuk cara militer Pendekatan ini menjaga
supava tidak ada disintegrasi bangsa atau daerah. Kedua, Perspek-
tif Behavioral yaitu lkonflik tersebul merupakan hal yang alamiah
oleh karena itu tidak perlu diragukan, namum konflik Ini sebagai
ujian kinerja bagi Pimpinan Negara atau wilayah, sedangkan yang
ketiga, Pespeldifl Interaksional yaitu konflik memang diciptakan
karena ada pihak-pihak yang diuntungkan, keuntungan vang paling
utama adalah di bidang ekonomi dan bidang pelitik.

Resolusi konllik (conflict resolution) adalah suatu kesepakat-
an yang memhahas herbagai penyebab konflik dan mencoba untuk
membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelom-
pok yang saling bertikai (Jamil, M. Mukhsin, 2007: 13-14). Resolusi
konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah vang
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok
seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan insti-
tusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan (in-
ternet, diakses 30 November 2018)

Resolusi konflik menurut Burton (1990] adalah strategi yang
didasarkan pada asumsi dan pemahaman yang relatif lebih kom-
prehensif terhadap konflik, Strategi yang didasari oleh asumsi
sering kali berangkat atas pemikiran bahwa perbedaan ataupun
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ketidaksesuaian kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik
tidak dapat dinegosiasikan atau dimusyawarahkan.

Strategi resolusi kanflik di Aceh herbeda dengan penyelesaian
konflik yang terjadi daerah lainnya, Hendry Dumamd Center (HDC)
sebgai fasilitator perdamaian di Aceh menyebutkan bahwa resolusi
kanflik di Aceh didasarkan pada momentum bencana alam tsu-
nami yang menjadi jeda kemanusiaan sehingga strategi yang dita-
warkan oleh HOC tidak digunakan pada masa tersebut. Momentum
tersebut menjadikan pihak-pihak yang bertikai menyadari hahwa
konflik berkepanjangan ini harus segera dihentikan atau disele-
saikan atas dasar rasa kemamusizan dari masyarakat Aceh untuk
masyarakat Aceh itu sendiri.

Walaupun strategi yang dibangun oleh HDC belum bisa meng-
hasilkan atau menyepakati perdamaian paling tidak usaha ke arah
perdamaian sudah mulai dirintis. Ketidakberhasilan tersebut di-
tentukan oleh banyak kendala-kendali, baik di tingkat lokal, na-
sional, maupun tingkat internasional.

Pembangunan Perdamaian (Peace Building)

Pembangunan Perdamaian (Peace Building) adalah proses
implementasi perubaban atau rekonstruksi sosial, politik, dan
ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langpenpg. Melalui
proses peace building diharapkan negative peace (atau the absence
af violence] berubah menjadi positive peace di mana masyarakat
merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan
keterwakilan politik yang efektif. Pembangunan perdamaian me-
rupakan sebuah tujuan dalam program resolusi konflil, namun
dalam membangun hal tersebut tidaklah mudah seperti yang
dibayanglkan, karena harus memperhatikan berbagai kondisi.
Pembangunan perdamain harus memperhatikan kondisi sosial,
palitik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di sehuah wilayah
atau daerah maupun Negara.
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Merubah negative peace menjadi pesitive peace masih memer-
lukan pendekatan pluralisme yaitu memperhatikan selurub aspek
yang dimiliki oleh sehuah daerah. Untuk merealisasikannya dipe-
ngaruhi juga cleh berbagai instrumen yang ada dalam masyarakat
tersebut. Elemen yang ada dalam masyarakat harus dipakai atau
dilibatkan, misalnya pengaruh infrastruktur palitik, keterlibatan
tokoh agama, intelektual, media massa, wartawan, dan mahasiswa.

Dari keseluruhan tahapan penyelesaian konflik peace building
meripakan instrumen yang paling tepat dan lengkap dibanding-
kan dengan peace keeping dan pecce making, disebabkan peace
buflding merupakan penggabungan dari dua konsep penyslesaian
konflik sebelummnyva. Orvientasinya didasarkan kepada perdamai-
an sedangkan konsep peace keeping hanya terbatas pada preses
menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui penggu-
naan pendekatan keamanan atau intervensi. militer [Realisme
Approach). Pendekatan ini mengangeap bahwa negara atau wilayah
sebagai sebuah aktor penting yang perlu dipertahankan walaupun
dengan kekerasan sekalipun. Manakala peace aking adalah proses
yang tujuannya untuk mempertemukan atau merekansiliasi sikap
politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui upaya-upaya
media. Negosiasi, arbilrasi pada level elil atau level punpinan.

Sebagai salah satu bentuk manajemen konflik strategi vang
dibangun dalam konsep peace bufiding adalah menciptakan atau
membangun perdamaian dari pada sekadar menghentikan konflik,
Sama halnya dengan perakan fnong Balee yang secara sadar mereka
tidak berkemampuan untuk menghentikan kenflik, namun dengan
upaya lainoya mercka berusaha untuk membangun dan mencipta-
kan perdamaian dengan cara dan ciri khas keperempuanannya.

Perluasan aktivitas untuk membangun perdamaian melalui
konsep peace building membuka ruang yang luas bagi partisipasi
Inong Balee untuk berkantribusi dan berperan dalam membangun
perdamaian di Aceh. inong Bolee memiliki alasan yang kuat dalam
membangun perdamaian di Aceh, dikarenakan oleh tantangan
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yang dilalui semasa konflik terjadi yang tidak hanya menghilang-
kan suaminya, namun juga menghilangkan nyawa-nyawa orang

yang tidak bersalah.

SEJARAH INONG BALEE SEBAGAI GERAKAN
FEMINISME DALAM RESOLUSI KONFLIK DI ACEH

Katerlihatan Inong Balee dalam resolusi konflik di Acch me-
rupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehendak atau
keingingan masyarakal Aceli untule mencapai kedamaian dan ke-
sejuhteraan Aceh. Kehadiran Ineng Dalee dalam aktivitas penye-
lesaian kenflik yang berkepanjangan di Acel mendapat pujian
dari berbagai kalangan, balk pada masa penjajahan maupun pasca
penjajahan. Inang Bolee sudah sangat berjasa di Aceh dalam mem-
perjuangkan dan mempertahankan Aceh dari gempuran penjajah,
baik penjajah Belanda, [upang, naupun penjajah lainnya.

Kelangzuhan seorang perempuan dalam berjuang memper-
tahankan agama, daerahnya dan kehormatan dirinya seperti yang
terjadi pada masa konflik di Aceh menjadi motivasi yang sangat
berharga, Di samping itu, juga terlihat dalam jati diri perempuan
Aceh yang dikenal dengan sifat dan wataknya yang agamis, berani,
dan tangguh, baik dalam memperjuangkan keluarganya maupun
agaima dan negara. Gerak dan langkah para perempuan di Aceh
tidak mengenal lelah menjadi warna dalam perkembangan sejarah
di Aceh. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan Aceh dalam sejarah
sebagiannya adalah karena campur tangan perempuan atau Inong
Ralee Aceh.

Kemampuan lnong Balee dalam melalukan negosiasi di ber-
bagai kontestasi sangat mengagumkan. Pada masa lalu Aceh memi-
liki perempuan-perempuan perkasa seperti, Keumala Hayauli, Cut
Nyak Dhien, dan Cut Mutia. Pada masa penyelesaian konflik Aceh
keterlibalan {nong Bolee juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pada masa persiapan Memorandum of Understanding (MOLU)
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antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia, jasa dan
pengurbanan Inong Bolee sangat signitikan peranannya, misalnya
mendirikan Liga Ineng Aceh (LINA) yang bertugas dalam bidang
pemberdayaan Inong Doiee supaya bisa berpartisipasi dalam
mewujudkan perdamaian yang abadi di tanah Aceh.

Peranan perempuan Aceh sejak dahulu turul menentukan
lamanya perang melawan penjajah. Tidak hanya menjadi isteri
bagi suaminya yang berperang, menjaga anaknya, tetapl kalau
diperlulan mereka hisa mengangkat senjata dengan suaminya ke
medan perang. [nilah yang dialami oleh perempuan-perempuan
Acch pada masa konflik, Mereka memiliki semangat juang yang
lahir dari nenek moyang terdaludu. Darah pejuang yang mengalir
dalam diri perempuan Aceh masih ada sampai sekarang. Dapat
dilihat dari semangat tinggi untuk ikut terlibat dalam tubuh GAM
agar bisa memperjuangkan Aceh bagi kesejahleraan raloyat Aceh.,
Mereka tidak tinggal diam saja di rumah tetapi mereka juga ikut
berpartisipasi sehingga mereka mau ikut latihan perekrutan untuk
menjadi anggota GAM perainpuan yaitu Pasukan Inong Balee,

Dalam konteks ini fnong Balee sudah termasuk dalam gerakan
Feminisme Pejuang yang mampu menyaingi kaum laki-laki dalam
peperangan di Aceh, dan turut serla dalam memperjuangkan ke-
merdekaan Aceh vang berujung pada perdamaian di antara dua
leubu vertikal yang saling konflik yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan
Nezara Kesatuan Republik Indonesia. Puncak perdamaian tersebut
terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia,

Resolusi kontlik yang dihadirkan adalah Neta Perdamaian
yang dinamai dengan Mol (Memorandum of Understanding)
Helsinki. Nota perdamaian tersebut diresmikan di Helsinki tanggal
15 Agustus 2005. MoU Helsinki tersebut menjadi sejarah baru
hagi rakyat Aceh setelal konflik vertikal yang berlangsung secara
berkepanjangan. Peran [nong Balee sebagai gerakan feminisme
jelas terlihat dalam terciptanya resolusi konflik di Aceh pada masa
tersehut. Diketahul bersaima lugas lnony Belee adalah sebagai
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gerakan perempuan yang memiliki andil untuk mengampanyekan
perdamalan secara terus-menerus baile di dalam maupun di luar
negeri. Peran lnong Balee masa konflik mengantarkan logistik ke-
pada para laki-laki yang sedang berperang, bahkan mereka juga
mengangkat senjata sebagai bentuk pertahanan dan perlawanan
sekaligus membantu kaum laki-laki.

Keterlihatan [rong Balee dalam tubuh Gerakan Aceh Merdela
(GAM) adalah untuk membantu perjuangan kaum laki-laki demi
terwujudnya kesejahleraan masyarakat Aceh dalam segala bidang,
Mereka tidak herdiam diri di rumah tetapi ikut berpartisipasi da-
lam mewujudkan Aceh yang damai dan bermartabal dan sebanding
dengan daerah atau provisi lain di Negara Republik Indanesia.

KISAH-KISAH INONG BALEE DALAM PERJUANGAN ACEH

Kisah-kisah perlawanan inony Halee Aceh, bukan saja di-
alami uleh perempuan korban konflik, namun juga terjadi pada
para perempuan (isteri para pejuang] yang ditinggalkan suaminya
berjuang. Para perempuan yang memperjuangkan keadilan hukum
ketila masa damai manpun perjuangan perempuan pada masa
damai.

Pada masa konflik merchka ikul berjuang dengan suami
dan anglkalan perang lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Aceh walaupun kondisi sangat menyulitkan. Fada saal
menuju perdamaian atau Mol Helsioki, perempuan Aceh ber-
musyawarah untuk mendukung perdamaian, karena dengan ada
perdamaian yang sejati di Aceh, Momentum puncak deklarasi per-
damaian adalah tanggal 15 Agustus 2005, MoU Helsinki ini me-
rupzkan Litile kulminasi suatu perjalanan panjang dalam mencip-
takan perdamaian abadi di Aceh. Sehingga semangat untuk ber-
damai yang menjadi salah satu inisialil laum perempuan Aceh
tidak pupus begitu saja, senlahzolah perdamaian itu hanya milik
kaum laki-laki saja.
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Hal ini menunjukkan bahwa impresi adanya harapan yang be-
gitu besar dari kaum perempuan untuk terciptanya damai di Aceh,
Ini juga merupakan suatu keinginan yang sangat diidam-idamkan
cleh banyak perempuan di Acch. Dalam musyawarah perempuan
Aceh selalu mendapatkan intimidasi dari berbagai pihal, meski-
pun demikian perempuan Aceh tidak pernah menyerah.

Tsunami merupakan bagian tersendiri dalam sejarah di Aceh
di sampan konflik. Konflik dan tsunami menelan korban manusia
dan harta benda. Tsunami tidak dapat dielakkan karena itu meru-
pakan urusan Yang Mahakuasa, scdangkan kontlik berasal dari ma-
nusia, Manusia yang membuat konflik dan manusia pula yang bisa
meredakan kontlik tersebut. Jauh sebelum tsunami terjadi, Acah
telah menderita dengan konflik tersebut. Masyarakat Aceh terje-
bak dengan baku konflik antara GAM dengan TN1 schingga seluruh
uklivitas tidak bisa dijalankan secara normal karena ada gangguan
keamanan yang sangal dahsyat. Pada masa ini kaum perempuan
yang paling banyak merasakan konflik haik fisik maupun mental-
nya. Mereka terjepit di tengah cross fire, baik dalam makna sim-
holik maupun harfiab. Di samping itu Inong Balee menjadi kepala
rumah tangga untuk mendidik dan membesarkan putra putrinya
menggantikan suami yang sedang berjuang di arena peperangan.

INONG BALEE PASCA MOU HELSINKI DI ACEH

Pasca konflik 32 tahun di Aceh, menyisakan trauma lepada
masyarakal, lhususnya para perempuan dan anak-anak. Pada
masa tersebut sulit mengeinbalikan keadaan seperti tidak pernah
terjadi apa-apa sebelumnya. Para perempuan mendapal lindakan
kekerusan fisik, dan non fisik saat konflik terjadi. Meskipun fnang
Bafee merupakan gerakan para perempuan yang turut langsung
terjun di lapangan pada masa konflik, namun Uauma mereka
ditinggallien suami berperang, negesiasi melalui rayuan kepada
pihak lawan, dan tindakan-lindalan lain yang dilakukan tetap
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menjadi perhatian cleh Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BERR)
Aceh yang dibentuk kbusus untuk melakukan rehabilitasi secara
fisik dan nan fisik seperti pengadaan unit Trauma Healing untuk
menyembuhkan psikologis para perempuarn, anal-anak, dan ma-
syarakal lain secara keseluruhan.

Perkembanpan dari hasil musyawarah Inong Balee yang di-
suarakan melalui Duek Pakat Inung Aceh yang disalurkan melalui
barbagai saluran baik yang ada di dalam negeri maupun yang di-
suarakan melalui jaringan Internasional melalui NGO Internasional.
Maka perdamaian antara Gerakan Acch Merdela dengan Negara
Kesatuan Hepublik [ndonesia pada 15 Agustus 2015 di Helsinki
memhbuahkan nota perdamaian yang disebut dengan Memorandum
of Understanding (MoU) Helsinlki. Nota perdamaian lersebul pula
menjadi Blue Print awal pembanmman Aceh pasca konflik dalam
bingkai Nepara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Sejak penandatanganan MoU Helsinki tL‘rsubul; kemajuan
dalam hal perdamaian menunjuklan perkembangan yanp sangat
signifikan, hubungan kedua belah pihak semakin menakjubkan da-
lam mengawal dan menindaklanjuti MoU Helsinki itu. Peran inang
bafee sangat tidak oplimal diperhatikan aleh stake holders daerah
Aceh. Tnong halee merupakan peletak dasar perdamaian tersebut.
Inong balee menunjukkan bahwa dialog merupzkan cara yang clck
tif untuk memulai perundingan damai, ini ditunjukkan oleh para
aklivis perempuan atau Inong Balee sebagai pemegang mandate
DPIA (Damai Melalui Duek Pakat Inong Acsh].

Perkembangan perdamaizan melalui AMM [Aceh Manitaring
Mission) di Banda Aceh telah berhasil mengawasi pemusnahan
senjata-senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan penarikan
pasukan Tentara Nasional Indoncsia [TNI] dan Polisi Republik
Indonesia (POLRI]), pada even inipun kaum perempuan atau (nong
Ralee tidak signifikan dilibatkan.

MoU Helsinki merupakan resolusi konflik yang tidak rerlepas
dari sebuah pergerakan kaum feminisme, Inong Balee menggu-
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nakan konsep feminisme etis, seperti diketahui feminisme etis
berlandasian kepedulian dalam pergerakannya imtuk mencapai
sebuah keadilan. Ciri khas perempuan yang memiliki kepedulian
vang lebih tinggi menimbulkan efek kepedulian yang tinggi ter-
hadap daerahnya kemudian para perempuan ini ikut tergerak
memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan rakyat Aceh.

Kepedulian fnong Balee vang didasarkan kepada konsep femi-
nisme elis sudah membuktikan bahwa teori int sesuai dengan
fenomena yang terjadi dalam penyelesaian konflik di Aceh. Karena
sifat dan fungsi dari feminism etis adalah penekanan kepada etika
kepedulian di dalam melalkulan pergerakan melawan ketidakadil-
an di dalam berbagai hal atau bidang.

Pada saat ini di Aceh keberadaan mantan pejuang Inong Balze
menjudi sangal berpengaruh dalam perkembangan dan pergerakan
politik di Aceh. Mantan pejuang Inong Balee saat ini hadir dan ikut
serta dalam kegiatan berpolitik di Aceh. Hal tersebut membuktikan
bahwa sejarah gerakan fnung Balee swnpai harl ini masih menjadi
bapian yang tidak terpisahkan dalam niemperiuangkan kemasla-
hatan dan keadilan bagl perempuan. Sehingga Pemerintahan dan
seluruh Aceh ldak boleh sampai melupakan gerakan inony Halee
vang telah terbukti memiliki kemampuan dalam mewujudkan per-
damaian di Aceh.

Aldivitas geralan fnonyg Bulee sampai kapan pun lidak boleh
dilupakan aleh masyarakat Aceh, karena [nong Bolee hukan hanya
muncul pada masa gerakan konflik saja misalnya pada Gearakan
Aceh Merdeka, Merela muneul jauh sebelum adanya geralan ber-
senjata tersebut. Mereka sudah ada sejak kerajaan Aceh sudah
tahun yang lalu atau pada zaman kerjaan Iskandar Muda,

Peran perempuan pada saal penyusunan Undang-undang
republik Indonesia Momor 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh
yvang dikenal dengan [UUPA) baik kalangan [rnong Balez maupun
noen {nong Bolee mereka berpartisipasi di dalam memperjuangkan

pengakuan dan penegakan hak asasi perempuan Aceh dalam
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UUPA tersebut. Di dalam UUPA bahwa konsep affirmative Action
(tindakan atirmasi) bagi perempuan Acch terdapal di dalammnya, ini
menunjukkan konsep Convention an Elemanating Discrimination
Againt Women [CEDAW) dan konsep feminisme sudah diterapkan.

Kondisi Aceh pasca Mol Helsinki mengharuskan nong Balee
berkontribusi dalam pembangunan di Aceh dalam segala bidang.
Hal ini sesuai dengan prinsip Gender and Development (GAD) seba-
gai paradigma bahwa perempuan dan laki-luki Lidal bisa dipisah-
kam dari aktivitas pembangunan. Aktivitas ini relevan dengan pro-
gram yang dikenal dengan sebutan Suistenable Development Goals
(SDG's) di mana lnong Balee sclalu Lerlibal atau berparlisipasi di
dalam pemhangunan yang berkelanjutan di sepala aspek tanpa
adanya diskriminasi sedikit pun.

PENUTUP

Inang Balez sudzh hadir dalam pergerakan sejarah di Aceh se-
jak zaman kerajaan, mereka menjadi salah satu armada militer di
bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati yang paling ditakut-
kan penjajah. Setelah [ndonesia merdeka, pergerakan sejarah Aceh
dilalui dengan konflilk vertikal berkepanjangan antara Gerakan
Acch Merdeka (GAM) depgan Republik Indonesia, Tuntutannya
zdalah kemerdekaan hapi rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan
bahwa GAM membentul sebuah poros baru bagi kaum perempuan
Aceh yang menjadi naungan gerakan tersebut dan dinamai dengan
sebutan Inong Balee, Inong Balee merupakan sebutan bagi gerakan
yang beranggotakan perempuan Aceh yang sudah atan belum
menikah atau telah ditinggal meninggal oleh suaminya yang sugur
dalam perang yang terjadi selama konflik berlangsung.

Inong Badee sebagai gerakan feminisme menggunakan konsep
feminisme etis dalam melakukan-perakannya. Gerakan Inong Balee
yang memiliki anggota perempuan secara keseluruhan membuk-
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tikan dengan kensep feminisme etis menjadi instrumen penting
dalam terciptanya sebuah resolusi kanflik di Aceh yaitu sebuah
nota perdamaian MoU [lelsinki yang menjadi titik awal perdamaian
antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Tugas [nong Balee sebagai pengantar logistik perang,
mengampanyekan perdamaian dalam dan luar negeri, dan turut
mengangkat senjata merupakan bentuk kepedulian kaum perem-
puan Aceh untuk mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan
kemerdekaan pada masa-masa konflik di Aceh.

Bentuk Partisipasi inong Baiee pasta MoU Helsinki di bidang
Politik dan kehijakan publik bahwa Inong Balee telah bergeser dari
dunia bomestik ke ruang publik seperti terlibat dalam partai pali-
tik, sehingga mereka menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan
Rakyat Aceb [DPRA] dan Dewan Perwakilan Rakyal Kabupalen/
lota (DPRI). Ini merupakan salah satu bentuk kesetaraan pender
di Aceh. Keterlibatan inong Balee dalam pelaksanaan pemerintah-
an di Aceh masih dirasakan oleh pemerintahan normal di Acehe
Aktivitas ini merupakan sebapai penerapan Shadow state walaupun
tidak seefektif pada masa lalu atau masa konilik, masa persiapan
menuju perdamaian bahkan pada masa perdamaian yang dibual
Keberadaan Inong Balee di Aceh tidak bisa dilupakan secara se-
mena-mena demi keberlangsungan perdamaian yang abadi dan
keberlangsungan pembangunan di Aceh sebagai wujud dari pem-
berian halk istimewa di Aceh.
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